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Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove 

ABSTRAK:  Untuk menjalankan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 21, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 83 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PengganƟ Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. 

 Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 32 Tahun 
2009. 

 PP ini mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Ekosistem 
Mangrove adalah tatanan unsur Mangrove yang merupakan satu kesatuan utuh 
menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan 
produkƟvitasnya. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove dilakukan pada: 1) 
kawasan hutan; dan 2) di luar kawasan hutan. 

CATATAN:  Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2025. 

 Keberadaan Ekosistem Mangrove merupakan bagian dari jaringan konservasi sumber daya 
alam dunia. Keberadaan Ekosistem Mangrove juga merupakan bagian dari pertahanan 
keamanan khususnya untuk pulau-pulau terluar wilayah negara Republik Indonesia. 
Ekosistem Mangrove rentan mengalami kerusakan jika Ɵdak dilindungi dan dikelola dengan 
baik, sehingga perlu adanya komitmen dari seluruh pemangku kepenƟngan untuk 
melakukan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Mangrove secara berkelanjutan dan 
terintegrasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan regulasi lintas sektor dan 
kepenƟngan sebagai dasar dari berbagai Ɵndakan koreksi yang sungguh-sungguh, 
konsisten, dan terintegrasi antara aspek kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan 
pelestarian lingkungan sebagaimana termuat dalam prinsip pembangunan berkelanjutan. 

 Pembiayaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove bersumber dari: 1) 
anggaran pendapatan dan belanja negara; 2) anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
dan/atau 3) sumber lain yang sah dan Ɵdak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 Lampiran file: 37 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 24 dan penjelasan hlm 25 sd 37) 
 

 


